
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANAN 

APLIKASI TEKNOLOGI GIS DALAM PEMBUATAN PETA GEOSPASIAL 

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN 

WONOGIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

MEA FA-IDZAA HERMAN PUTRI 

NIM:422021618039 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR 

KAMPUS MANTINGAN 

2024/2025 

 



DAFTAR PUSTAKA 

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 3 

1.1 Latar belakang .......................................................................................... 3 

1.2 Rumusan masalah ..................................................................................... 4 

1.3 Tujuan ....................................................................................................... 4 

1.4 Manfaat ..................................................................................................... 4 

BAB 2 TINJUAN UMUM PKL ............................................................................. 6 

2.1 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri ................. 6 

2.1.1 Visi dan Misi ......................................................................................... 6 

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 8 

2.1.3 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika ........................................ 9 

BAB 3 METODE PELAKSANAAN ................................................................... 11 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan ................................................................. 11 

3.2 Pelaksanaan Kegiatan.................................................................................. 11 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN................................................................. 13 

4.1 Pemetaan Daerah Wonogiri ........................................................................ 13 

4.2 Desain OPD ................................................................................................. 17 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN................................................................. 19 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 19 

5.2 Saran ............................................................................................................ 19 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 20 

 

 

 

  



BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

Data adalah bagian penting dari politik yang berbasis bukti (berbasis bukti). 

Data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses sangat penting untuk 

menciptakan sistem pemerintahan yang jelas, akuntabel, dan efisien. Namun, 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan data di berbagai lembaga 

pemerintah seringkali tidak terstandarisasi, parsial, dan tumpang tindih. Hal ini 

menyebabkan kesalahan informasi, yang dapat menghambat proses evaluasi 

pembangunan, perencanaan, dan pelaksanaan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 

2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Satu Data 

Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat pengelolaan data di 

seluruh lembaga pemerintah sesuai dengan standar data yang akurat, mutakhir, 

terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Satu Data Indonesia mendorong standarisasi metadata, format data, dan 

mekanisme berbagi data untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki 

akses ke informasi yang konsisten dan dapat diandalkan.Dalam implementasinya 

kebijakan ini menekankan pentingnya kerja sama antara penyelenggara data 

(produsen data, wali data, dan pengguna data) dalam pelaksanaannya. Untuk 

membantu membangun sistem informasi yang terintegrasi lintas sektoral, semua 

lembaga pemerintah harus memberikan data yang relevan dan sesuai standar. Selain 

itu, Satu Data Indonesia memungkinkan partisipasi publik melalui penyediaan data 

yang jelas dan mudah diakses, memungkinkan orang untuk ikut berpartisipasi dan 

memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.  

Dari banyaknya program Satu Data Indonesia, terdapat salah duanya 

program yang sedang dijalankan yakni data statistic sektoral dan data spasial. Data 

statistic sectoral adalah data statistic yang pemanfaatannya ditunjukan unutk 

memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan Pembangunan yang merupakan tugas polol instansi yang 

bersangkutan, sedangkan data spasial adalah data informasi geografis yang 

digunakan untuk menggambarkan lokasi dan karakteristik fisik suatu wilayah 

dengan diproses dan dianalisi menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau 



paket Pemrosesan Citra Digital. Dalam pembuatan data spasial adanya proses dan 

analisis yang membutuhkan pengaplikasian teknologi GIS dan pemrosesan citra 

digital dan dalam pelaksanaan magang ini penulis memilih penggunaan teknologi 

GIS berupa apalikasi QGIS atau Quantum GIS yang merupakan sebuah perangkat 

lunak system informasi geografis yang bersifat opensource, gratis dan 

multiplatform sehingga dapat menghasilkan data spasial yang dapat dibuka dimana 

saja dan kapan saja. Dengan demikian dapat membantu mempermudah proses 

program Satu Data Indonesia terutama dalam data spasial dan sectoral.  

1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah diuraikan, terdapay 

beberapa permasalahan yang dibahas dalam laporan ini antara lain:  

a. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi geografis secara optimal 

dalam mendukung pengelolaan data spasial yang terintergrasi dengan 

program Satu Data Indonesia. 

b.  Terdapatnya kendala dalam pengelolaan dan integrasi data spasial lintas 

sektor di tingkat pemerintah. 

c. Kurangnya ketersediaan data spasial yang akurat dan sesuai dengan standar 

untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia. 

1.3  Tujuan 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan dari 

penelitian ini antara lain:  

a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi geospasial (GIS) dalam 

mendukung pengelolaan data spasial pada program Satu Data Indonesia. 

b. Memperkuat pengelolaan dan integrasi data spasial lintas sektoral 

dengan menyediakan informasi geospasial yang sesuai dengan standar 

pemerintahan  

1.4 Manfaat 

Penulisan laporan ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik dan 

berguna bagi pembaca dan penulis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah 

sebagai berikut:  



A. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari Program Teknik 

Informatika dan Universitas Darussalam Gontor kedalam dunia kerja secara 

nyata. Mendapatkan pemahaman dan pengalaman mengenai pekerjaan 

pemerintah terutama dalam bidang Statistika Komunikasi dan Informatika 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri. 

B. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri 

Dengan adanya data spasial yang telah penulis buat dapat membantu 

dalam pengisian website geospasial yang telah diprogramkan dan semoga 

data yang ada benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 



BAB 2 TINJUAN UMUM PKL 

2.1 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri merupakan 

Organisasi Perangkat Daerah baru (OPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016. Sebelumnya Kominfo merupakan 

bagian dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri 

berdasarkan Peraturan Daerah nomor  11 tahun  2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Kabupaten Wonogiri merupakan Dinas teknis daerah yang 

membidangi urusan komunikasi  dan informatika, yang mengemban fungsi 

meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi untuk mendukung 

pembangunan pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan Budaya. 

Pelayanan informasi dan komunikasi perlu memperhatikan pada dua hal yaitu 

peningkatan teknologi informasi dan fungsi komunikasi. 

Peningkatan Teknologi Informasi yang berkembang begitu pesat, 

mewajibkan pemerintah untuk menjalankan fungsi regulasi dan pengaturan baik 

Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melindungi  masyarakat agar tidak 

menjadi obyek Teknologi Informasi. Sebaliknya masyarakat diharapkan mampu 

untuk memanfaatkan kelebihan Teknologi dan meminimalisir ekses-ekses 

negatifnya. Selain itu fungsi komunikasi juga harus dikembangkan dengan 

publikasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait program-program 

pemerintah dan informasi penyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah 

yang dapat berdampak pada kegiatan pembangunan. Kegiatan peningkatan 

pelayanan informasi dan komunikasi perlu disajikan dalam suatu profil yang 

menggambarkan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 

2.1.1 Visi dan Misi  

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pembangunan daerah jangka 

menengah pada Kabupaten Wonogiri di athun 2021-2026 adalah:  



“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go 

Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.   

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan 

arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan empat 

Misi  pembangunan  jangka  menengah  Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, 

sebagai berikut: 

a. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih 

berbudaya. 

b. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten 

Wonogiri. 

c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru 

untuk mengurangi kemiskinan dan 

d. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang 

berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan 

wilayah. 

Agar Visi dan Misi Pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021-

2026 lebih terarah dalam implentasinya, maka visi dan misi tersebut dijabarkan 

secara oprasioanal dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. 

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 

2021-2026 meliputi empat tujuan dan sebelas sasaran, yang diuraikan sebagai 

berikut: 

A. Empat Tujuan: 

a. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat, dan 

lebih berbudaya. 

b. Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih. 

c. Meningkatkan perekonomian masyarakat. 

d. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan pengembangan wilayah. 

B. Sebelas Sasaran: 

a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan. 

b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 

d. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel 



e. Terwujudnya birokrasi yang kapabel 

f. Terwujudnya pelayanan public yang prima 

g. Meningkatnya pertumbuhan investasi, Menurunnya kemiskinan, 

Menurunnya pengangguran 

h. Meningkatnya akses wilayah yang berkualitas 

i. Meningkatnya akses air baku 

j. Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup 

k. Terwujudnya ketahanan wilayah menghadapi bencana. 

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi  

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah di 

lingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaannya juga memiliki 

beberapa tugas pokok dan fungsi berikut adalah tugas dan fungsi Dinas Komunikasi 

dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Wonogiri, sebagai berikut : 

A. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika. 

B. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informtika. 

a. Perumusan kebijakan teknik pelaksaan urusan Pemerintah bidang 

Komunikasi dan Informatika. 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah bidang Komunikasi dan 

Informatika. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

bidang Komunikasi dan Informatika. 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

bidang Komunikasi dan Informatika. 

e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas. 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 



2.1.3 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika  

 

 

A. Kepala Dinas Bapak Heru Iswantoro, S.Sos., MM 

= Mengelola urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan 

persandian sesuai kewenangan daerah. 

B. Sekretaris Bapak Susilo Sedyono, SH, M.Si 

= Mengkoordinasikan tugas, pembinaan, dan administrasi di bidang perencanaan, 

pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian. 

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapak Agung Wahyu Sadono < 

ST, MM 

= Mengelola kebijakan teknis dan administrasi terkait kepegawaian dan urusan 

umum. 

D. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Ibu Arifiati Mustika Sari , SH , 

LL.M 

= Mengelola kebijakan teknis dan administrasi dalam perencanaan dan keuangan. 

E. Kepala Bidang Statistik, Informasi, dan Komunikasi Publik Bapak Susilo, SKM, 

M.Si 

= Melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan terkait statistik, informasi, dan 

komunikasi publik. 

F. Kepala Seksi Statistik 

= Mengelola administrasi, kebijakan, dan pelaporan terkait statistik sektoral daerah. 



G. Kepala Seksi Komunikasi Publik 

= Mengelola kebijakan dan administrasi komunikasi publik, saluran komunikasi, 

kemitraan media, dan komunikasi sosial. 

H. Kepala Seksi Informasi Publik 

= Mengelola pelayanan informasi publik, database, aspirasi masyarakat, dan konten 

informasi pemerintah. 

I. Kepala Bidang Informatika dan Persandian Bapak Tarjo, SIP, M.Si 

= Melaksanakan kebijakan dan pengelolaan tata kelola informatika, infrastruktur 

TIK, dan pengamanan informasi. 

J. Kepala Seksi Tata Kelola Informatika 

= Mengelola domain, aplikasi, layanan internet, dan ekosistem TIK, termasuk untuk 

smart city. 

K. Kepala Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi 

= Mengelola persandian, keamanan informasi, dan hubungan komunikasi sandi 

antar perangkat daerah. 

L. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi 

= Mengelola infrastruktur TIK, data center, menara telekomunikasi, dan integrasi 

layanan publik serta pemerintahan. 

  



BAB 3 METODE PELAKSANAAN  

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pelaksanaan kerja praktek di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Wonogiri yang beralamat di Jl. Kab. Sabggrahan Giripurwo, Kec. Wonogiri Kab. 

Wonogiri Jawa Tengah Indonesia. Awal magang dimulai pada tanggal 17 

September 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024. Selama 

berlangsungnya praktek kerja lapangan mahasiswi ditempatkan pada bagian 

Statistik, Komunikasi dan Informatika dibawah kepala bagian Bapak Broto Susilo 

dan dibawah bimbingan atau mentor Bapak Muhamad Taufiq Qodri dan Ibu 

Nurleny. Berikut waktu jam kerja selama praktek kerja lapangan, terdapat [pada 

table dibawah ini:  

Hari Jam Kerja 

Senin 07.00 – 15.30 

Selasa 07.00 – 15.30 

Rabu 07.00 – 15.30 

Kamis 07.00 – 15.30 

Jumat 07.00 – 11.00 

  

3.2 Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di Dinas Komunikasi dan Informatika 

kabupaten Wonogiri, mahasiswi ditempatkan dalam bidang Statistika Komunikasi 

dan Informasi yang berfokus dalam membantu menggerjakan program pemerintah 

yakni Satu Data Indonesia pada program Data Spasial dan Sektoral. Berikut adalah 

beberapa pekerjaan yang dilakukan mahasiswi selama proses praktek kerja 

lapangan diantara lain: 

1. Pembuatan draf pemetaan daerah Wonogiri meliputi bagian Kesehatan, 

Pendidikan, Kantor Dinas, Pertanian, Politik, Kecamatan, 



Dalam proses pembua Data Spasial mahasiswi mendapatkan data 

yang sudah ada dari mentor kemudia diaplikasikan kedalam QGIS dengan 

metode Integrasi Data dan Kartografi, sehingga menghasilkan peta baru 

yang sesuai dengan data dan titik yang telah ditentukan kemudian hasil 

pemetaan tersebut disimpan ke dalam format .shp, .cpg, .dbf, .prj, .qmd, .shx 

yang kemudian diuji cobakan dibuka kedalam web dengan menggunakan 

QGIS Server agar nantinya bisa digunakan kedalam website yang telah 

disediakan pemerintah.  

2. Input Data Sektoral kedalam beberapa Website Resmi Pemerintah OPD. 

Data sectoral yang digunakan adalah data yang berasal dari data 

peraturan daerah (PERDA) dan juga data Rancangan Kerja Pemerintahan 

Daerah (RKPD) yang kemudian dimasukan kedalam beberapa website 

permerintah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika seperti 

Go Sambang dan E-Walidata. 

3. Desain OPD. 

Pembuatan desain yang digunakan sebagai tampilan di Website Go – 

Sambang milik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai media informasi 

bagi masyarakat wonogiri khususnya, disain tersebut dibuat menggunakan 

platfrom digital canva. 

3.3 Evaluasi dan Pelaporan  

Selama proses praktek kerja lapangan, evaluasi banyak disampaikan saat 

proses pembuatan desain karna harus sesuai dengan tampilan desain lainnya mulai 

dari segi ukuran, kontras warna, juga besar size gambar, sedangkan untuk 

pembuatan peta tidak banyak evaluasi yang diberikan namun lebih banyak saran 

dan masukan agar naninya peta yang dihasilkan bisa digunakan didalam website 

yang telah disediakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk pelaporan 

dari Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan sistem laporan harian 

sehingga disetiap harinya terdapat tugas atau pekerjaan yang dilakukan dan harus 

selesai pada hari tersebut. 

  

 

 



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Pemetaan Daerah Wonogiri 

Berikut beberapa gambar hasil pemetaan yang telah dibuat menggunakan 

aplikasi QGIS untuk wilayah wonogiri. 

 
 

 
 
 

  

Gambar  1. Pemetaan Wilayah Wonogiri 

Gambar  2. Pemetaan Kantor Dinas Kab. Wonogiri 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Pemetaan Wilayah Perkecamatan 

Gambar  4. Pemetaan Wilayah Pendidikan Wonogiri 

Gambar  5. Pemetaan Wilayah Penyebaran Pusat Kesehatan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6. Penyebaran Sekolah Ditingkat SMA 

Gambar  7. Penyebaran Sekolah Ditingkat SMP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  8. Penyebaran Sekolah DiTtingkat SD 

Gambar  9. Penyebaran Sekolah Ditingkat TK dan Paud 



4.2 Desain OPD 

Berikut adalah desain yang dibuat untuk website Go-Sambang bagian OPD: 

 

Gambar  10. Pemerintahan Setda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar  11. Protokol dan Komunikasi Setda 

Gambar  12. Organisasi Setda 



 

 

 

 

 

  

Gambar  13. Administrasi dan Pembangunan Setda 

Gambar  14. Hukum Setda 



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Program Satu Data Indonesia adalah upaya penting untuk membangun 

sistem pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan sesuai standar yang akan 

mendukung efisiensi pemerintahan dan keterbukaan informasi. Salah satu fokus 

implementasinya adalah pengelolaan data spasial, yang memanfaatkan teknologi 

Sistem Informasi Geografis (GIS) seperti QGIS. Aplikasi ini digunakan untuk 

membuat dan menganalisis peta yang memenuhi persyaratan pemerintah, 

membantu integrasi data lintas sektoral, dan mendukung pengembangan data 

spasial yang tersedia secara luas melalui platform digital. 

Praktek kerja lapangan yang mahasiswi lakukan di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Wonogiri memberikan pengalaman langsung dalam 

menerapkan program ini. Mahasiswi membuat peta berbasis QGIS, mengolah data 

sektoral untuk website pemerintah, dan membuat tampilan digital untuk publikasi. 

Selain meningkatkan pemahaman teknis, proses ini membantu optimalisasi 

pengelolaan data di tingkat daerah. Evaluasi yang dilakukan selama magang 

memberikan pengetahuan penting untuk menyempurnakan hasil kerja agar sesuai 

dengan standar nasional dan kebutuhan praktis di lapangan. 

Diharapkan program Satu Data Indonesia dapat berjalan lebih efisien, 

meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan 

berbasis data dengan menggunakan teknologi GIS dan penyediaan data yang 

relevan. 

5.2 Saran 

Untuk memperluas pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan 

teknologi GIS, khususnya aplikasi QGIS, agar dapat menghasilkan data spasial 

yang lebih berkualitas dan sesuai dengan standar pemerintah. Pengembangan 

desain visual agar dapat mengeksplorasi kreativitas lebih jauh saat membuat desain 

untuk website. Peningkatan dalam akurasi data untuk terus memverifikasi data 

lapangan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa data spasial yang diolah 

akurat.  



LAMPIRAN  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


